BUPATI SAMPANG

PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 69 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA

Menimbang

TEKNIS DINAS/BADAN DI KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah harus

sesuai dengan ketentuan yang ada pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang
Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah;

. bahwa Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang dibentuk di

Kabupaten Sampang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada
pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor

12 Tahun 2017;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Sampang tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Sampang
tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata
Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan di Kabupaten

Sampang;



Mengingat
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. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa
Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5234);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah kedua kali
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor

5587);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80

Tahun 2015 Tentang pembentukan Produk Hukum Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi

Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;

. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor

7);
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN

BUPATI SAMPANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS/BADAN DI KABUPATEN SAMPANG

Pasal 1

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1.

Peraturan Bupati Sampang Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor
83);

. Peraturan Bupati Sampang Nomor 84 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sampang (Berita Daerah

Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 84);

. Peraturan Bupati Sampang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2016 Nomor 87);

. Peraturan Bupati Sampang Nomor 88 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Pertanian Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016
Nomor 88);

. Peraturan Bupati Sampang Nomor 89 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perikanan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016
Nomor 89);

. Peraturan Bupati Sampang Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2016 Nomor 90);
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. Peraturan Bupati Sampang Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten

Sampang Tahun 2016 Nomor 91);

. Peraturan Bupati Sampang Nomor 92 Tahun 2016 tentang Pembentukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas
Perhubungan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun

2016 Nomor 92); dan

. Peraturan Bupati Sampang Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pembentukan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang

(Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2017 Nomor 30)

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Pasal 2
Untuk menjamin kelancaran pelayanan kepada masyarakat dan pelaksanaan
tugas dan fungsi yang sebelumnya ada pada Unit Pelaksana Teknis
Dinas/Badan, dapat dibentuk Koordinator Wilayah Kecamatan atau sebutan
lain dengan Peraturan Bupati;
Koordinator Wilayah Kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah unit kerja non struktural yang dipimpin oleh seorang koordinator
disamping tugasnya sebagai pejabat fungsional atau dari pegawai ASN lainnya;
Koordinator Wilayah Kecamatan atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditunjuk oleh dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas/Badan;
Jumlah Koordinator Wilayah Kecamatan atau sebutan lain yang dibentuk pada
masing-masing Kecamatan disesuaikan dengan kebutuhan dan beban kerja;
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Koordinator Wilayah Kecamatan atau
sebutan lain dapat menggunakan sarana dan prasarana serta pegawai ASN yang

sebelumnya digunakan Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap.....
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang
pada tanggal : 20 Desember 2017

BUPATI SAMPANG,
ttd
H. FADHILAH BUDIONO

Diundangkan di : Sampang

pada tanggal : 20 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG
ttd

PUTHUT BUDI SANTOSO, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19610114 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2017 NOMOR : 69



